BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan

bahwa penyelesaian putusan sengketa harta warisan melalui hukum Perdata BW

di Pengadilan Negeri Limboto sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan

hukum yang berlaku pada Kitab Undang-Undangn Hukum Perdata. Penyelesaian

putusan sengketa harta warisan melalui hukum Perdata BW di Pengadilan Negeri

Limboto dilaksanakan sebagai berikut:

a.

b.

Pengadilan menerima berkas dari pihak yang berperkara

Pengadilan membaca dan memahami berkas perkara

Jika pihak yang berperkara menggunakan Pengacara maka mengajukan surat
penunjukan Pengacara.

Pengadilan memanggil pihak yang berperkara secara tertulis untuk dilakukan
pemeriksaan untuk kelengkapan berkas.

Pengadilan mengumpulkan bukti-bukti dari pihak yang berperkara.

Pengadilan menyusun jadwal persidangan dan memanggil pihak yang
berperjara secara tertulis.

Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan pihak yang berperkara baik dari
Pengugat maupun Tergugat.

Menyidangkan perkara sesuai jadwal yang telah diajukan sebelumnya kepada

Pengugat maupun tergugat.
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i. Memperhatikan perimbangan hukum  dan mengadili serta membuat

keputusan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan kepada pihak yang berperkara
agara mengajukan berkas dengan lengkap dan sempurna agar ttidak menyulitkan
penyelesaian proses perisidangan di Pengadilan. Disarankan pula kepada pihak
yang berperkara bahwa sebelum mengajukan sengketa tanawa warisan sebauknya
memahami dulu apakah sengketa tersebut tepat disidangkan di Pengadilan Negeri

maupun Pengaddilan Agama.
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